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4.1 Sejarah Desa Koto Tuo 
Sekilas dari  nama Desa Koto  Tuo berdasarkan Sejarah bahwa nama  
Koto Tuo berarti kata Kesepakatan Lama Bersama disuatu tempat /Nagari  
pada masa Pertama kali Islam masuk di Sumatra,  masa itu para saudagar dari 
Timur Tengah mengirimkan Surat  melalui Aceh ke  beberapa Desa Surat 
tersebut berisikan Kalimah Dua Kali Syahadat,  masa itu  banyak penduduk 
yang tidak bisa membaca kalimat tersebut,  maka  setelah  sekian lama dan 
sekian banyak orang yang tidak bias  membaca dan maknanya, namun di suatu 
hari ada salah seorang yang tau dan bisa membaca dan mengartikannya yaitu di 
sebut kelompok  bagian  dari masyarakat itu diberi gelar  Malin Putih , maka 
di adakan kesepakatan bersama  Kata yang lama (kata kesepakatan lama di 
suatu tempat ) karna tempat ini di jadikan sebagai tempat berkesepakatan satu 
kata maka jadilah sebutan   Koto Tuo pada masa itu. 
 
4.2 Kondisi Geografis 
Desa Koto Tuo merupakan salah satu bagian integral dari wilayah 
Kecamatan XIII Koto Kampar Kabupaten Kampar. Desa Koto Tuo mempunyai 
luas wilayah dataran 10.000 Ha dan perbukitan 6000 Ha. Sebagian wilayahnya 
sudah digunakan untuk perumahan rakyat dan perkebunan. Sedangkan 
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ketinggian tanah dari permukaan laut diperkirakan 186 meter. Serta keadaan 
suhu rata-rata 20
o
 – 32oC. 
 
4.3 Batas Wilayah 
Desa Koto Tuo merupakan salah satu desa dari 8 (delapan) desa yang 
termasuk ke dalam daerah genangan  PLTA Koto Panjang. Pemindahan 
penduduk dari desa  Koto Tuo lama di mulai pada tahun 1990 dan baru 
berbentuk permukiman pada tanggal 28 maret 1994.  Secara adminitrastif Koto 
Tuo termasuk ke dalam wilayah kecamatan XIII Koto Kampar  Kabupaten 
Kampar.  Secara Adat wilayah Desa Koto Tuo merupakan salah satu desa 
dalam wilayah adat andiko 44.  Berikut ini adalah batas-batas wilayah desa 
Koto Tuo : 
a. Sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Tandun Kabupaten Rokan 
Hulu 
b. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Pangkalan Kabupaten 
Lima Puluh Koto Propinsi Sumatera Barat 
c. Sebelah Barat Berbatasan dengan Desa Koto Tuo Barat 
d. Sebelah Timur Berbatasan dengan Desa Binamang 
Desa Koto Tuo dipimpin oleh seorang kepala desa yang diangkat oleh 
pemerintah daerah dengan pilihan langsung oleh masyarakat. Desa Koto Tuo 
memiliki 10 Rukun Warga dan 25 Rukun Tetangga dan 5 Kepala Dusun . 
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Adapun jarak desa Koto Tuo dari ibukota Kecamatan hanya 7 km dan 
jarak dari ibukota kabupaten Kampar 60 km, sedangkan dengan ibukota 
propinsi riau 170 km. 
 
4.4 Jumlah Penduduk Desa Koto Tuo 
Jumlah total penduduk desa Koto Tuo pada tahun 2016 adalah 2082 
jiwa, terdiri dari 635   (KK) Kepala Keluarga. Pertambahan penduduk desa 
Koto Tuo dalam setahun belakangan ini antara lain : 
a. Jumlah yang lahir 49 Orang 
b. Jumlah yang meninggal 16  orang 
c. Jumlah pendatang tetap 18 orang 
d. Jumlah penduduk yang keluar  14 orang 
Jumlah penduduk Desa Koto Tuo berdasarkan jenis kelamin dapat dilihat 
pada tabel berikut: 
Tabel 4.1. Jumlah penduduk berdasarkan jenis kelamin. 
No Jenis Kelamin Jumlah Jiwa Persentase (%) 
1 Laki-laki 1149 55,19 
2 Perempun 933 44,81 
Jumlah 2082 100% 
Sumber: Kantor Desa Koto Tuo 2016 
Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa jumlah penduduk desa Koto Tuo 
berimbang antara jenis kelamin laki-laki (55,19 %) dan perempuan (44,81 %). 
Dari data diatas jelaslah bahwa laki-laki lebih banyk dari perempuan. 
Jumlah penduduk Desa Koto Tuo di lihat berdasarkan tingkat 
pendidikan, dapat dilihat dari tabel berikut: 
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Tabel 4.2  Jumlah Penduduk Berdasarkan Tingkat Pendidikan 
No Tingkat Pendidikan Jumlah Jiwa Persentase (%) 
1 Belum SD 301 14,46 
2 Tidak Tamat SD 271 13,01 
2 Tamat SD 397 19,07 
3 Tamat SMP/MTs 613 29,44 
4 Tamat SMA/SMK/MA 312 14,99 
5 Tamat Peguruan Tinggi  188 9,02 
Jumlah 2082 Jiwa 100 % 
Sumber: Kantor Desa Koto Tuo tahun 2016 
Dari tabel jelaslah bahwa tingkat pendidikan masyarakat masih rendah, 
dimana sebagian besar penduduk desa Koto Tuo masih berpendidikan tingkat 
SMP/MTs , ini terlihat bahwa yang berpendidikan SMP/MTs mencapai 
29,44%, dan SMA/SMK/MA 14,99%, sedangkan jumlah penduduk yang 
berpendidikan di perguruan tinggi hanya 9,02% dari seluruh jumlah penduduk 
desa Koto Tuo . 
Tinggi rendahnya tingkat pendidikan masyarakat dipengaruhi oleh Salah 
satu kendala dalam rangka meningkatkan pendidikan masyarakat adalah faktor 
ekonomi. hal inilah yang menyebabkan tingkat pendidikan masyarakat desa 
Koto Tuo masih rendah, disamping kendala yang lain seperti biaya pendidikan 
terutama pendidikan perguruan tinggi dirasakan cukup mahal. 
4.5 Mata Pencarian Masyarakat Desa Koto Tuo 
Mata pencaharian masyarkat desa Koto Tuo pada umumnya adalah 
Pertanian, Perikanan, Peternakan, Pedagang,, Pegawai Negeri, Jasa, 
Perkebunan dll, dapat dilihat pada tabel berikut: 
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Tabel 4.3: Jenis Mata Pencarian Masyarakat Desa Koto Tuo 

































Jumlah 1.640 100 % 
Sumber: Kantor Desa Koto Tuo tahun 2016 
Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa jenis mata pencarian penduduk di 
desa Koto Tuo yang paling banyak adalah Perkebunan sebanyak 979 (59,69%) 
orang, sedangkan jenis mata pencarian yang paling sedikit adalah Jasa 
sebanyak 19 orang. 
 
4.6 Agama 
Pasal 29 ayat 1 mengatakan Negara berdasarkan Ketuhanan Yang Maha 
Esa. Desa Koto Tuo yang berpenduduk 2082 jiwa yang terdiri dari 635 KK dari 
berbagai suku, dalam kehidupan masyarakatnya berjalan dengan baik dan 
agama yang di percayai penduduk desa Koto Tuo adalah agama Islam 
sebanyak 2082 jiwa, disamping itu masyarakat desa Koto Tuo mempunyai 






Tabel 4.4: Rumah Ibadah di Desa Koto Tuo  


















Jumlah 9 100 % 
Sumber: Kator Desa Koto Tuo tahun 2016 
Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa jumlah rumah ibadah di desa 
Koto Tuo Kecamatan XIII Koto Kampar berjumlah 9 buah 2 mesjid 7 
mushollah dan keseluruhan merupakan rumah umat muslim sementara itu 
rumah ibadah untuk non muslim tidak ada satupun. 
4.7 Bangunan Rumah Tidak Layak Huni di Desa Koto Tuo 
Koto Tuo merupakan daerah pindahan Penduduk Desa Koto Tuo (lama) 
yang wilayah desa (lama) termasuk wilayah genangan PLTA Koto Panjang . 
sebahagian besar masyarakat masih menggunakan rumah pembagian atau jatah 
pemindahan PLTA Koto Panjang. Sehingga kebanyakan rumah penduduk 
masih terbuat dari papan. selain itu kondisi rumah penduduk pada umumnya 
dalam keadaan kurang baik (tidak layak huni) meskipun sebahagian kecil 
diantaranya telah dibangun dan dikembangkan menjadi rumah permanen 
(semen). Adapun banyak rumah tidak layak huni di Desa Koto Tuo bisa dilihat 
pada tabel berikut sesuai dengan letak rumah perdusun: 
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Tabel 4.5 : Bangunan Rumah Tidak Layak Huni di Desa Koto Tuo 
No Dusun Jumlah Rumah Persentase % 
1 I 18 23,37 
2 II 12 15,58 
3 III 19 24,68 
4 IV 23 29,88 
5 V 5 6,49 
Jumlah 77 
100 % 
Sumber: Kantor Desa Koto Tuo tahun 2016 
Dari data diatas dapat disimpulkan bahwa masih banyak terdapat 
bangunan rumah tidak layak huni di desa Koto Tuo. 
 
4.8 Organisasi dan Tata Laksana 
Struktur organisasi desa Koto Tuo berdasarkan peraturan menteri dalam 
negeri republik indonesia Nomor 84 tahun 2015 adalah: 
1. Kepala Desa 
2. Sekretaris Desa 
a. Kepala Urusan Tata Usaha 
b. Kepala Urusan Keungan 
c. Kepala Urusan Perencanaan 
3. Kepala Seksi Pemerintahan 
4. Kepala Seksi Kesejahteraan 
5. Kepala Seksi pelayanan 





4.9 Tugas Pokok dan Fungsi 
Tugas Pokok dan fungsi berdasarkan peraturan menteri dalam negeri 
republik indonesia Nomor 84 tahun 2015. 
1. Kepala Desa 
a. Kepala Desa berkedudukan sebagai Kepala Pemerintah Desa yang 
memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa. 
b. Kepala Desa bertugas menyelenggarakan Pemerintahan Desa, 
melaksanakan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan 
pemberdayaan masyarakat. 
c. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Kepala 
Desa memiliki fungsi-fungsi sebagai berikut: 
1) menyelenggarakan Pemerintahan Desa, seperti tata praja 
Pemerintahan, penetapan peraturan di desa, pembinaan masalah 
pertanahan, pembinaan ketentraman dan ketertiban, melakukan upaya 
perlindungan masyarakat, administrasi kependudukan, dan penataan 
dan pengelolaan wilayah. 
2) melaksanakan pembangunan, seperti pembangunan sarana prasarana 
perdesaan, dan pembangunan bidang pendidikan, kesehatan. 
3) pembinaan kemasyarakatan, seperti pelaksanaan hak dan kewajiban 
masyarakat, partisipasi masyarakat, sosial budaya masyarakat, 
keagamaan, dan ketenagakerjaan. 
4) pemberdayaan masyarakat, seperti tugas sosialisasi dan motivasi 
masyarakat di bidang budaya, ekonomi, politik, lingkungan hidup, 
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pemberdayaan keluarga, pemuda, olahraga, dan karang taruna. 
5) menjaga hubungan kemitraan dengan lembaga masyarakat dan 
lembaga lainnya 
2. Badan Permusyawaratan Desa 
Badan Permusyawaratan Desa tugasnya adalah menyelenggarakan 
musyawarah desa (Mudes) dengan peserta terdiri kepala desa, perangkat desa, 
dan tokoh masyarakat. Sedangkan fungsinya adalah : 
1) Menyalurkan Asfirasi 
2) Merencanakan APBDes 
3) Mengawasi Pemerintahan Desa 
3. Sekretaris Desa 
Sekretaris Desa berkedudukan sebagai unsur pimpinan Sekretariat Desa. 
a. Sekretaris Desa bertugas membantu Kepala Desa dalam bidang 
administrasi pemerintahan. 
b. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2), 
Sekretaris Desa mempunyai fungsi: 
1) Melaksanakan urusan ketatausahaan seperti tata naskah, administrasi 
surat menyurat, arsip, dan ekspedisi. 
2) Melaksanakan urusan umum seperti penataan administrasi perangkat 
desa, penyediaan prasarana perangkat desa dan kantor, penyiapan 
rapat, pengadministrasian aset, inventarisasi, perjalanan dinas, dan 
pelayanan umum. 
3) Melaksanakan urusan keuangan seperti pengurusan administrasi 
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keuangan, administrasi sumber-sumber pendapatan dan pengeluaran, 
verifikasi administrasi keuangan, dan admnistrasi penghasilan Kepala 
Desa, Perangkat Desa, BPD, dan lembaga pemerintahan desa lainnya. 
4) Melaksanakan urusan perencanaan seperti menyusun rencana 
anggaran pendapatan dan belanja desa, menginventarisir data-data 
dalam rangka pembangunan, melakukan monitoring dan evaluasi 
program, serta penyusunan laporan. 
4. Kepala Urusan 
Kepala urusan berkedudukan sebagai unsur staf sekretariat. 
a. Kepala urusan bertugas membantu Sekretaris Desa dalam urusan 
pelayanan administrasi pendukung pelaksanaan tugas-tugas 
pemerintahan. 
b. Untuk melaksanakan tugas kepala urusan mempunyai fungsi: 
1) Kepala urusan tata usaha dan umum memiliki fungsi seperti 
melaksanakan urusan ketatausahaan seperti tata naskah, administrasi 
surat menyurat, arsip, dan ekspedisi, dan penataan administrasi 
perangkat desa, penyediaan prasarana perangkat desa dan kantor, 
penyiapan rapat, pengadministrasian aset, inventarisasi, perjalanan 
dinas, dan pelayanan umum. 
2) Kepala urusan keuangan memiliki fungsi seperti melaksanakan urusan 
keuangan seperti pengurusan administrasi keuangan, administrasi 
sumber-sumber pendapatan dan pengeluaran, verifikasi administrasi 
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keuangan, dan admnistrasi penghasilan Kepala Desa, Perangkat Desa, 
BPD, dan lembaga pemerintahan desa lainnya. 
3) Kepala urusan perencanaan memiliki fungsi penyusunan program dsn 
kebijakan pemerintahan desa dalam rangka pembangunan desa, 
penyusunan program dan rencana kegiatan pembangunan, penyusunan 
data dan bahan laporan pelaksanaan pembangunan. 
5. Kepala Seksi 
Kepala seksi berkedudukan sebagai unsur pelaksana teknis. 
a. Kepala seksi bertugas membantu Kepala Desa sebagai pelaksana tugas 
operasional. 
b. Untuk melaksanakan tugas Kepala Seksi mempunyai fungsi: 
1) Kepala seksi pemerintahan mempunyai fungsi melaksanakan 
manajemen tata praja Pemerintahan, menyusun rancangan regulasi 
desa, pembinaan masalah pertanahan, pembinaan ketentraman dan 
ketertiban, pelaksanaan upaya perlindungan masyarakat, 
kependudukan, penataan dan pengelolaan wilayah, serta pendataan 
dan pengelolaan Profil Desa. 
2) Kepala seksi kesejahteraan mempunyai fungsi melaksanakan 
pembangunan sarana prasarana perdesaan, pembangunan bidang 
pendidikan, kesehatan, dan tugas sosialisasi serta motivasi masyarakat 
di bidang budaya, ekonomi, politik, lingkungan hidup, pemberdayaan 
keluarga, pemuda, olahraga, dan karang taruna. 
6. Kepala Dusun 
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Kepala Kewilayahan atau sebutan lainnya berkedudukan sebagai unsur 
satuan tugas kewilayahan yang bertugas membantu Kepala Desa dalam 
pelaksanaan tugasnya di wilayahnya. 
a. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Kepala 
Kewilayahan/Kepala Dusun memiliki fungsi: 
1) Pembinaan ketentraman dan ketertiban, pelaksanaan upaya 
perlindungan masyarakat, mobilitas kependudukan, dan penataan dan 
pengelolaan wilayah. 
2) Mengawasi pelaksanaan pembangunan di wilayahnya. 
3) Melaksanakan pembinaan kemasyarakatan dalam meningkatkan 
kemampuan dan kesadaran masyarakat dalam menjaga 
lingkungannya. 
4) Melakukan upaya-upaya pemberdayaan masyarakat dalam menunjang 
kelancaran penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan. 
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Sumber: Kantor Kepala Desa Koto Tuo Kecamatan XIII Koto Kampar tahun 
2016 
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